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ABSTRACT
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas memerintahkan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah terkait perintah, larangan, peringatan, dan/atau
petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota. Hingga saat ini tidak ada satupun aturan daerah yang mengatur mengenai
pita penggaduh serta tanggung jawab pemerintah atas dampak kerugian yang ditimbulkan dari pita penggaduh tersebut. Tujuan
penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan objek masalah yang diteliti, maka metode
penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris. Efektifnya keberadaan pita penggaduh untuk meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya Kota Banda Aceh tidak diikuti dengan tanggung jawab pemerintah
kota untuk melahirkan peraturan daerah dalam menetapkan lokasi-lokasi dan syarat-syarat peletakan pita penggaduh, akibat dan
ganti rugi yang ditimbulkan dari keberadaan pita penggaduh yang begitu banyak di wilayah jalan kota. Disarankan kepada
Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melahirkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pita penggaduh serta menertibkan
keberadaannya yang begitu meresahkan masyarakat dalam menjaga kelancaran berlalu lintas.
